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Kemiskinan  merupakan  masalah  publik  yang  kompleks, intervensi 
pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah dibtuhkan oleh 
masyarakat. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, 
pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal 
tersebut. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di 
Kabupaten Lampung Selatan  pada tahun 2011. Kecamatan Ketapang merupakan 
salah satu daerah yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di 
Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah pendapatan rata-rata masyarakat Kecamatan 
Ketapang sebelum mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatan 
rendah yaitu pendapatan < Rp.500.000 mencapai 60.9%. Dengan pendapatan yang 
rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti halnya tingkat 
pendidikan dan kesehatan. oleh sebab itu untuk menanggulangi keluarga miskin 
yang ada pada Kecamatan Ketapang pemerintah Indonesia memberikan bantuan 
tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu membantu 
masyarakat menanggulangi pengurangan kemiskinan, peningkatan pendidikan 
serta kesehatan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama Bagaimana 
Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan?, Kedua 
Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam ? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data 
yang peneliti gunakan adalah metode observsi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan 
pada hasil penelitian mengenai Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan 
Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
Implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Ketapang 
berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan 
tujuan dan sasaran pemerintah. Peningkatan yang terjadi pada aspek pendapataan 
masyarakat dalam kategori <500.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 60.9% 
sesudahnya sebesar 28.7%, dalam kategori 500.000-750.000 sebelum mendapat 
bantuan sebesar 30.2% sesudahnya sebesar 55.8%, dalam kategori >750.000 
sebelum mendapat bantuan sebesar 8.9% sesudahnya sebesar 15.5%. Kemudian 
peningkatan yang terjadi dalam aspek pendidikan sebelum dan sesudah 
mendapatkan bantuan PKH dengan katetogi bersekolah sebesar 29.2%. Kondisi 
pendidikan belum sekolah mengalami penurunan jumlah anak-anak yang belum 
sekolah sebesar 11.2%. Kondisi pendidikan anak-anak putus sekolah juga 
mengalami penurunan pada persentase angka 28.1%. Kemudian kondisi 
pendidikan anak-anak yang tidak sekolah berada pada persentase 23.6%.  
Kegiatan yang dilakukan Program Keluarga Harapan merupakan kegiatan 
positif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memenuhi 
kebutuhan Ad-daruriyyah, kebutuhan Al-hajjiyyah, serta kebutuhan At-tahsiniyyah 
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Artinya : “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah 
negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-
buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada 
Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang 
kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia 
menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali" 
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A. Latar Belakang  
Kemiskinan  merupakan  masalah  publik  yang  kompleks,  dan  
bersifat multidimensi.  Sebagaimana pendapat Wrihatnolo yang menyatakan 
bahwa multidimensional  sifat  kemiskinan  tidak  hanya  disebabkan  satu  
faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, 
antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global.   Kemiskinan juga 
berimplikasi terhadap  pendidikan,  kesehatan,  kemampuan  ekonomi,  serta 
partisipasi  politik masyarakat dalam sebuah Negara.
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Kemiskinan telah membuat Jutaan rakyat tidak bisa mengenyam 
pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya 
tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, 
kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan 
terhadap keluarga, menguatnya   arus   migrasi   ke   kota,   dan   yang   lebih   
parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, 
sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat 
untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, 
mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang 
sempurna rendahnya Human Development Index (HDI).
2
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 Samodra Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
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Setiap Negara pasti Memiliki masalah masing-masing, tidak terkecuali 
Negara Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, salah satu 
diantaranya adalah bidang sosial ekonomi seperti masalah kemiskinan. 
Masyarakat miskin tidak cukup mampu dalam menghadapi perkembangan 
dizaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan 
menghambat tujuan dan cita-cita Negara.
3
 Di Indonesia kewajiban 
pemerintah dalam mengentasakan kemiskinan tersurat dalam dalam UUD 
1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial 
kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib 
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum.
 
Pada pasal-
pasal tersebut diatas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan 
bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.
4
 
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan 
program penanggulangan kemiskinan. Melalui Tim Nasional Percepatan 
Penangulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Pemerintah mengklasifikasikan kebijakan dan program 
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1. Pertama, adalah kelompok kebijakan berbasis bantuan dan perlindungan 
sosial. kebijakan ini berupa program-program yang bersifat pemenuhan 
hak dasar utama individu   dan   rumah   tangga   miskin   yang   meliputi   
pendidikan,   pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.   
Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan manfaatnya dapat 
dirasakan langsung oleh Keluarga Sangat Miskin (KSM). Klasifikasi 
program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan 
Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). 
2. Kedua, adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. 
Karakteristik kebijakan ini adalah program dengan pendekatan partisipatif, 
penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelaksanaan berkelompok 
kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, serta 
perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.  Penerima manfaat 
program adalah kelompok masyarakat yang dikatagorikan miskin. 
Contohnya adalah PNPM Mandiri. 
3. Ketiga adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro 
dan kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan 
ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.   Kharakteristik 
kebijakan ini berupa program yang memberikan bantuan modal skala 
mikro, memperkuat kemandirian usaha dan meningkatkan menejemen 
usaha.   Yang termasuk dalam katagori ini adalah Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). 
 
Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun 
ini dinilai masih cukup tinggi jumlah penduduk miskin, berikut ini adalah 
angka kemiskinan yang ada di Indonesiayaitu : 
Tabel 1.1 
Jumlah penduduk Miskin Di Indonesia 




Kota Desa Jumlah Kota Desa Jumlah 
2013 10.33 28.07 28.07 8.39 14.32 11.37 
2014 10.51 28.28 28.28 8.34 14.17 11.25 
2015 10.65 28.5 28.59 8.29 14.31 11.22 
2016 10.34 28.01 28.01 7.79 14.11 10.86 
2017 10.67 27.77 27.77 7.72 13.93 10.70 
Sumber : Data Primer Diolah tahun 2018 
 
Berdasarkan data pada tabel 1.1 menggambarkan bahwa pada tahun 
2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 
 
 
2,4%, dari data tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan program apakah 
yang mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk Indonesia. 
Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan 
yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui 
program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukananya program berbasis 
perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program 
berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro 
(KUR), program-program ini berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 
2009 tentang kesejahteraan sosial menentukan bahwa: “perlindungan sosial 
adalah semua  upaya  yang  diarahkan  untuk  mencegah  dan  menangani  
resiko  dari guncangan dan kerentanan sosial.
6
  
Dalam Al-qur'an dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan orang 
miskin seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi :    
ذَ  ۡٚ ُة ثِ  ٱنَِّز٘ أََسَء ٍِ َُٚكزِّ ٚ نَِك   ١ ٱنذِّ
ََل َُٚحطُّ   ٦ ٱۡنَٛزِٛىَ َُٚذعُّ  ٱنَِّز٘فََزَٰ َٔ
َٰٗ طََعبِو  ٍِ َعهَ ۡسِكٛ ًِ م   ٣ ٱۡن ۡٚ َٕ ٍَ  فَ َصهِّٛ ًُ ٍَ  ٤نِّۡه ِٓۡى  ٱنَِّزٚ ُْۡى َعٍ َصاَلرِ
 ٌَ ٍَ   ٥َسبُْٕ ٌَ  ٱنَِّزٚ ٌَ   ٦ُْۡى َُٚشٓاُءٔ َُُعٕ ًۡ َٚ َٔ ٌَ بُعٕ ًَ   ٧ ٱۡن
Artinya : “tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang 
yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi 
Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang 
yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang 
berguna. 
Berdasarkan ayat diatas bahwasannya, Allah SWT ingin memberitahu 
kita tentang siapakah yang dimaksud sebagai pendusta agama. Menurut 
Muhammad Abduh itulah orang yang menghardik anak yatim yaitu yang 
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 Kementrian  Sosial,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  
Kesejahteraan Sosial,(On-line)  tersedia  di https//www.kemsos.go.id/unduh/UU-kesos-
No112009.pdf  (diakses,   27 Maret 2018 ) 
 
 
mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras ketika ia 
datang meminta sesuatu yang diperlukan. Sematamata karena meremehkan 
kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua yang mampu membela dan 
memenuhi kebutuhannya, dan juga tedorong oleh kesombongannya karena 
menganggap dirinya lebih kuat dan lebih mulia.
7
  
Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari 
kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai 
dengan realitasnya namun gambaran/fakta tentang kemiskinan yang ada 
berbeda-beda. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena 
kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-
produk barang ataupun jasa, maka –mereka menganggap–usaha pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan 
dan perbedaan. Di AS atau di negara-negara Eropa Barat, seseorang yang 
tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sudah dianggap 
miskin. Pada saat yang sama, di Irak, Sudan, Bangladesh misalnya, seseorang 
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, tidak dikelompokkan 
dalam kategori fakir/miskin. Perbedaan-perbedaan ini–meski fakta tentang 
kemiskinan itu sama saja di mana pun akan mempengaruhi mekanisme dan 
cara-cara pemecahan masalah kemiskinan.
8
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Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi 
pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang 
kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. 
Perkembangan kemiskinan di Indonesia jika dilihat dari data BPS cenderung 
menurun untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin 
yang diikuti dengan peningkatan garis kemiskinan. Berbagai upaya telah 
dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang kepada 
masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya, seperti jaringan 
pengaman sosial, Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), 
Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Aseskin), Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PNPM), serta program yang terakhir 
diluncurkan adalah Program Keluarga Masyarakat (PKH).
9
  
Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah 
menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal tersebut.   
Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program 
Kelurga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang 
dilaksanakan sejak tahun 2007.
10
 Implementasi PKH di Provinsi Lampung 
dilaksanakan sejak November 2010 pada propinsi Lampung. Pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Kabupaten Lampung 
Selatan  pada tahun 2011. Kecamatan Ketapang merupakan salah satu daerah 
yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten 
Lampung Selatan. Berikut ini adalah data yang menunjukkan mengapa 
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pemerintah melayangkan bantuannya kepada masyarakat Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, yaitu : 
Tabel 1. 2 
Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 
 




2015 157.71 319.448 
2016 158.38 346.457 
2017 150.11 360.595 
Sumber : Data Primer Badan Pusat Statistik Diolah tahun 2018 
Angka di atas berdasarkan dari jumlah penduduk miskin yang ada di 
Kecamatan Ketapang sejak tahun 2015 hingga 2017 berada pada angka 150 
ribu penduduk dan setiap tahunnya mengalami penurunan. Jika berdasarkan 
pada garis kemiskinan maka berada pada angka 300 rupiah, namun dalam 
setiap tahunnya mengalami peningkatan. 
Tabel 1.3 
Pendapatan Rata-rata Anggota Penerima Bantuan Program 
Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang 
Berdasarkan Tingkat Pendapatan 
 




1 < 500.000 1.711    806 
2 500.000-750.000    850 1.569 
3 >750.000    249    435 
Jumlah 2.810 2.810 
Sumber : Data Primer Diolah UPPKH Kec. Ketapang Tahun 2018 
Berdasarkan data diatas, jumlah pendapatan rata-rata masyarakat 
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sebelum mendapat 
bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatan rendah. Dengan 
pendapatan yang rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya 
seperti halnya tingkat pendidikan dan kesehatan. oleh sebab itu untuk 
 
 
menanggulangi keluarga miskin yang ada pada Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Lampung Selatan pemerintah Indonesia memberikan bantuan 
tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu membantu 
masyarakat menanggulangi pengurangan kemiskinan, peningkatan 
pendidikan serta kesehatan. Berikut ini adalah tingkat pendidikan yang ada 
pada masyarakat Kecamatan Ketapang, yaitu : 
Tabel 1.4 
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk (jiwa) Persentase 
1 Tidak Sekolah 18.182 43,93% 
2 Sekolah Dasar 10.139 24,50% 
3 SLTP 8.320 20,10% 
4 SLTA 4.218 9,97% 
5 Akademi D1, D2, D3     345 0,83% 
6 Strata 1 (Sarjana)      272 0,66% 
Jumlah 41,386 99,99% 
 Sumber: Kantor Kecamatan Ketapang Tahun 2018 
Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat  pendidikan masyarakat di 
Kecamatan Ketapang masih sangat rendah, komposisi penduduk dengan 
tingkat pendidikan yang tidak bersekolah mencapai 43,93%. Berdasarkan 
penjabaran latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan 
Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Lampung Selatan. 
B. Fokus dan Subfokus Penelitian  
 
 
Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema 
persoalan, maka dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian ini pada 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan 
Ekonomi Keluarga Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 
Berdasarkan pemaran uraian di atas maka subfokus penelitian dalam 
penelitian ini adalah adalah sebagai berikut: 
1.  Dampak Implementasi Program Keluarga Harapan Sebelum dan sesudah 
dalam meningkatkan Kesejahteraan ekonomi keluarga di Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Lampung Selatan 
2.  Sistem Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam 
 
C. Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 
meningkatkan Kesejahteraan ekonomi keluarga di Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Lampung Selatan ? 
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Ditinjau dalam 
Perspektif Ekonomi Islam ? 
 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Hasil Penelitian 
1. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Untuk menemukan bagaimana implementasi Program Keluarga 
Harapan dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di 
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. 
b. Menemukan bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap 
implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu : 
a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan 
pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 
ekonomi Islam terutama dalam faktor-faktor implementasi program 
penanggulanganan kemiskinan yang ada saat ini. 
b. Secara praktis, diaharapkan dapat menjadi masukan bagi stakeholder 
bagi para pemangku kepentingan (Pemerintah, Pendamping Program, 
dan Masyarakat) dalam Mengimplementasikan Program tersebut 




E. Kerangka Berfikir 
Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih 
tingginya angka kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir, serta 
tingginya komitmen Pemerintah dalam penangulangan kemiskinan di 
Indonesia melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya.   
Namun faktanya, capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 
justru mengalami perlambatan 1 – 1,5% setiap tahunnya.   Hal tersebut 
tentunya tidak selaras dengan besarnya alokasi anggaran yang telah 
dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. 
PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial (cluster I) 
dalam rangka mempercepat  pengentasan  kemiskinan  di  Indonesia.  PKH  
telah diimplementasikan sejak tahun 2007 secara Nasional pada 34 Provinsi 
di Indonesia. PKH merupakan varian program Bantuan Tunai Bersayarat 
(Conditional Cast Transfer) yaitu berupa pemberian sejumlah uang tunai 
yang diberikan  kepada  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM)  penerima  bantuan  
dalam periode tiga bulanan, selama enam tahun implementasi program. 
Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada penerima PKH yang semula 
sangat miskin menjadi miskin, bahkan diharapkan dapat keluar dari garis 
kemiskinan. 
Namun PKH tidak sepenuhnya sama dengan program bantuan tunai 
seperti BLT, BLSM atau PSKS yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh 
Pemerintah. Letak perbedaan PKH dengan program bantuan tunai lainnya 
terletak pada syarat yang mewajibkan penerima program memenuhi 
 
 
komitmen pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan PKH.  
Sedangkan pada program BLT, BLSM atau PSKS tidak mewajibkan adanya 
persyaratan tersebut. PKH juga mempunyai pemberdayaan fakir miskin yang 
disebut dengan KUBE PKH, dari KUBE tersebutlah merupakan letak 
perbedaan antara PKH dengan bantuan tunai lainnya. 
Implementasi PKH di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung 
Selatan telah berjalan selama 8 tahun terhitung 2011 – 2018, pada tahun 2011 
terdapat 450 Kelompok Penerima Manfaat, dan pada tahun 2015-2018 
meningkat menjadi 1250 dari 17 desa yang ada di Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Lampung Selatan. 
Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek 
hidup dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan 
solusi terhadap seluruh problematika kehidupan, baik dalam masalah ’akidah, 
ibadah, moral, akhlak, muamalah, rumah tangga, bertetangga, politik, 
kepemimpinan, mengentaskan kemiskinan dan lainnya. Islam berusaha 
mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi 
kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan ’akidah, akhlak, 
dan amal perbuatan; memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi 
kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa 
persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan 
agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. 
 
 
Berdasarkan pada penjabaran diatas maka peneliti membuat kerangka 
pemikira dalam penelitian ini. Berikut ini adalah Bagan Kerangka Pemikiran 
























Temuan dan Hasil Penelitian 
Peningkatan Kesejahteraan 
KPM PKH yang selaras  
dengan Ekonomi Islam 







A. Konsep Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam 
Kebijakan Fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan 
fiskal meliputi kebiajkan-kebijakan pemerintah dalam  penerimaan, 
pengeluaran dan utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi 
ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, yang 
khususnya itu kembali ditentukan oleh tujuan sosial ekonominya, komitmen 
ideologi, dan hakikat sistem ekonomi.  
1.  Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam 
Pada sistem sosialis sektor publik semuanya dikuasai oleh 
pemerintah. Pada sistem kapitalis peranan sistem publik relatif kecil 
tetapi sangat penting. Pada sistem ekonomi Islam, hak pemilikan swasta 
diakui, pemerintah bertanggung jawab menjamin kelayakan hidup warga 
negaranya. Hal ini merupakan komitmen yang bukan hanya untuk 
mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang 
paling besar jumlahnya, tetapi juga membantu meningkatkan spiritual dan 
menyebarkan pesan dan acaran Islam seluas mungkin.  
Menurut Muhammad beberapa hal penting ekonomi Islam yang 
berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut :
11
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a. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintahan 
muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-
orang Muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum dang 
yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci 
Al-Quran. 
b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Salah 
satu alat alternatifnya adalah menetapkan pengambilan jumlah dari 
uang idle. 
c. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, 
pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau 
dari bagi hasil. 
d. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung 
ekonomi masyarakat Muslim yang terbelakang dan menyebarkan 
pesan-pesan ajaran Islam. 
e. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, dimana 
kesejahteraan memiliki makna yang luas daripada konsep barat, 
dimana kesejahteraan memiliki aspek material dan aspek spiritual. 
f. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak 
hanya kehidupannya, tetapi juga pada harta bendanya untuk menjaga 
agama. 
g. Hak perpajakan dalam Negara Islam tidak terbatas. Beberapa orang 
mengatakan bahwa kebijakan perpajakan diluar apa yang 
 
 
disebut zakat, ini adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi 
tertentu. 
2. Tujuan Kebijakan Fiskal 
Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-
prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip 
ekonomi Islam pada : Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah. 
Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan 
dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu : al-ukhuwwa (persaudaraan), 
al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), al-istiqamah (teguh 
pendirian), dan al-taqwa (bersikap takwa). M. Raihan Sharif dalam 
Islamic Social Framework, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada 
empat kaidah struktural, yaitu: (1) trusteeship of man (perwalian manusia); 
(2) co-operation (kerja sama); (3) limite private property (pemilikan 
pribadi yang terbatas); dan (4) state enterprise (perusahaan negara).
12
 
Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan 
atas lima nilai universal, yakni Tauhid, Adl (keadilan), Nubuwah 
(kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Menurut 
Adiwarman Karim, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk 
menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk 
tujuan dari kebijakan fiskal.
13
 
                                                 
12
 Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah 
Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm.37-38 
13
 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta : III T Indonesia, 2002), hlm. 17.  
 
 
Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk  
menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang 
terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang 
tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi hal ini sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi : 
بٓ  ُ أَفَبَٓء  يَّ ِّ  ٱّللَّ َٰٗ َسُسٕنِ ِم  ۦَعهَ ْۡ ٍۡ أَ َٰٖ ِي نِِز٘  ٱۡنقَُش َٔ ُسِٕل  نِهشَّ َٔ  ِّ فَهِهَّ
 َٰٗ َٰٗ َٔ  ٱۡنقُۡشثَ ًَ
ٍِ َٔ  ٱۡنَٛزََٰ ِكٛ َسَٰ ًَ ٍِ َٔ  ٱۡن جِٛمِ  ٱۡث ٍَ  ٱنسَّ ۡٛ  ثَ
ٌَ ُدٔنَخََۢ ٙۡ ََل َُٚكٕ َك
ُكُى  ٱۡۡلَۡغَُِٛبٓءِ  َيبٓ َءارَىَٰ َٔ ُسٕلُ ِيُُكۡىۚۡ  َيبفَُخُزُِٔ  ٱنشَّ َٔ  ُّ ُۡ ُكۡى َع  فَ  ََٓىَٰ
ۡۚ
 ٱَزَُْٕٓا
َه  ٱرَّقُٕاْ َٔ  ٌَّ  ٱّللَّ َ إِ   ٧ ٱۡنِعقَبةِ َشِذُٚذ  ٱّللَّ
Artinya : “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 
kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 
beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa 
yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa 
yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 
hukumannya”. 
 
Ayat di atas menjadi dasar bagi ekonomi Islam untuk membantu 
dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk 
memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin.  
Dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa 
instrumen yang digunakan, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dalam 
menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi 
tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan 
nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang 
tinggi terhadap tingkatkeuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para 
 
 
pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap 
banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 
menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong 
masyarakatuntuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau 
deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi 
hasil, semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha 
tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi.
14
 
3. Mekanisme Kebijakan Fiskal 
Tujuan dan fungsi yang paling penting untuk dijadikan bahan diskusi 
dalam rangka mengenali karakteristik fundamental sistem keuangan dan 
fiskal dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut: (1) kelayakan 
ekonomi yang luas berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang optimum; (2) keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan 
distribusi pendapatan dan kesejahteraan; (3) stabilitas dalam nilai uang 
sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai 
satuan perhitungan; (4) penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya 
diharapkan dari sistem perbankan. Dari empat tujuan dan fungsi tersebut 
dapat dikatakan sama dengan yang ada pada sistem kapitalis. Akan tetapi, 
sesungguhnya terdapat perbedaan komitmen kedua sistem tersebut tentang 
nilai spiritual, keadilan social-ekonomi, dan persaudaraan manusia.
15
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Berkaitan dengan tujuan dan fungsi kelayakan ekonomi yang luas 
berlandaskan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
optimum, maka dalam bidang ekonomi harus ditekankan pada pentingnya 
kelayakan ekonomi melalui pemenuhan semua kebutuhan dasar, 
pembebasan dari semua sebab utama yang menimbulkan beban berat, dan 
peningkatan dalam kualitas kehidupan, secara moral maupun secara 
material. Hal ini juga menekankan pentingnya penciptaan suatu 
lingkungan ekonomi yang memungkinkan khalifatullah dapat 
memanfaatkan dan kemampuan fisik maupun mental mereka untuk 
memperkaya dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. 
Dengan demikian pendayagunaan sumberdaya insani secara penuh 
dan efisien merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan sistem yang 
Islami. Oleh karena itu, walaupun full employment dan kesejahteraan 
material penting dalam konteks Islam, namun pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi hanya penting selama ia memberikan kontribusi bagi full 
employment dan kelayakan ekonomi yang luas. 
Konsepsi Islam yang berkaitan dengan penciptaan keadilan sosio-
ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan 
ditempuh dengan build in program melalui zakat, dan sejumlah cara lain 
guna melaksanakan pendistribusian pendapat yang sesuai dengan konsep 
persaudaraan umat manusia. Dengan demikian, ini merupakan hal penting 
bahwa sistem keuangan dan perbankan serta kebijaksanaan moneter 
dirancang semuanya pada akhirnya saling terkait ke dalam nilai-nilai Islam 
 
 
dan memberikan sumbangan secara positif untuk mengurangi 
ketidakadilan.  
Implementasi kebijakan fiskal dengan pemerataan distribusi 
pendapatan dan peningkatan kesejahteraandapat  ditempuh dengan build in 
program  adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to 
deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementer kepada 
kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan 
kebijakan. Berdasarkan paran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan fiskal yang dimaksud adalah suatu proses yang 
melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, 
dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun 
swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
16
 Berikut ini adalah 
proses implementasi kebijakan fiskal menurut  pendapat Purwanto, yaitu : 
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B. Konsep Program Keluarga Harapan 
Pemerintah yang baik merupakan pemerintah yang dengan segala 
kebijakan serta keputusan yang diambil memberikan dampak positif bagi 
Negara dan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan kepeminpinannya 
diharapkan mampu menjadikan Negara tersebut menjadi lebih maju dan lebih 
baik lagi didalam segala bidang dengan konsep yang dimiliki. 
1. Program Keluarga Harapan 
Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah adalah 
Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah 
program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat 
Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi 
persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.
17
 
PKH tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program subsidi / 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini 
dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya 
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beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH 
lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan 
sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan 
meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai 
upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan 
pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi 
keluarga miskin terutama keluarga dengan kemiskinan kronis. 
2. Tujuan Program Keluarga Harapan 
Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia 
terutama pada kelompok masyarakat miskin. 
Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam 
mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium 
Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada beberapa komponen 




Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: 
a. Meningkatkat kondisi sosial RTSM 
b. Meningkatkan taraf pendidikan RTSM 
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, berat, 
d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan 
kesehatan khususnya bagi RTSM 
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Secara umum, Program Keluarga Harapan bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin dengan syarat 
mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah 
ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin, dengan pemberian akses ini, 
diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya 
kesejahteraan sosial. 
Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu 
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi 
langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi 
masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan 
pendidikan (dampak pengembangan modal manusia) artinya, PKH 
diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan 
antar generasi. 
3. Aturan Kebijakan dan Dasar Hukum Penyelenggaraan Program 
Keluarga Harapan 
 Berikut ini adalah aturan kebijakan dan dasar hukum 
penyelenggaraan Program Keluarga Harapan, yaitu :
19
 
a. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan 
1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 
2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Kesejahteraan 
Sosial  
3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 
Miskin 
4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Penanggulanganan Kemiskinan 
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5) Inpres Nomor 3 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan 
poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan Pelaksanaan Program 
Keluarga Harapan 
6) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan 
Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan 
Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi 
Keluarga Sangat Miskin sebagai peserta Program Keluarga 
Harapan 
b. Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
1) Keputusan Menteri Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
selaku tim kordinasi Penanggulanganan Kemiskinan, No : 
31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali 
Program Keluarga Harapan tanggal 21 September 2007 
2) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 
tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun 2008” 
tanggal 08 Januari 2008 
3) Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program  
Keluarga Harapan Provinsi / TKPKD  
4) Keputusan Bupati atau Walikota Tim Koordinasi Teknis Program  
Keluarga Harapan Kabupaten /Kota/TKPKD 
5) Surat Kesepakatan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program 
Keluarga Harapan 
 
4. Penerima Program Keluarga Harapan 
Penerima Program Keluarga Harapan Adalah Rumah Tangga 
Miskin yang sesuai dengan Kriteria BPS dan memenuhi salah satu kriteria 
yang telah ditentukan oleh program antara lain :
20
 
a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita, 
b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah) 
c. SD/MI (usia 7-12 tahun), 
d. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun), 
e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SMA 
f. Lanjut usia diatas 70 tahun 
g. Disabilitas Berat 
h. Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan diberikan Kartu 
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5. Kelembagaan Program Keluarga Harapan 
a. Kelembagaan Tingkat Pusat 
Kelembagaan ditingkat Pusat terdiri dari Tim Pengendali 
yang diketuai oleh Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan 
Rakyat; Tim Pengarah Pusat terdiri dari Kementrian 
PPN/Bappenas, Kementrian Sosial, Kementrian Kesehatan, 
Kementrian Pendidikan, Kementrian Keuangan, Kementrian 
Agama, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian 
Dalam Negeri, BPS dan Kementrian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; Tim Koordinasi Teknis Pusat yang terdiri dari 
pejabat aselon II atau aselon III yang ditunjuk Tim Pengarah 
Pusat; dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH 
Pusat) yang merupakan pelaksana program dibawah kendali 
Direktorat Jenderal   Bantuan dan Jaminan Sosial Kementrian 
Sosial. 
b. Kelembagaan Tingkat Provinsi 
Terdiri  dari  Tim  Koordinasi  PKH  Provinsi,  Tim  
Koordinasi  PKH Kabupaten/Kota, dan UPPKH Kabupaten/Kota.   
Tim Koordinasi PKH Propinsi terdiri dari Gubernur sebagai 
pembina, Sekretaris Daerah ketua tim pengarah, kepala Bappeda 
Provinsi ketua tim teknis, kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai 
sekretaris, dan anggota meliputi kepala dinas Pendidikan, 
 
 
Kesehatan, kepala BPS, kepala kantor wilayah Agama, dan kepala 
instansi lain yang dianggap perlu. 
Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi PKH Provinsi 
secara umum meliputi koordinasi   persiapan   provinsi   untuk   
mendukung   pelaksanaan   PKH,   dan koordinasi rutin terhadap 
partisipasi Provinsi dan Kabupaten/kota terkait pelaksanaan PKH.  
Tim Koordinasi PKH Kabupaten/Kota meliputi Bupati sebagai 
Pembina, Sekertaris Daerah sebagai ketua tim pengarah, 
Bappeda sebagai ketua tim teknis, Kepala Dinas Sosial sebagai 
sekretaris, dan anggota yang terdiri dari kepala  dinas  Pendidikan,  
Kesehatan,  BPS,  Koordinator  UPPKH  Kabupaten, Camat Lokasi 
PKH serta instansi lain yang dianggap perlu. 
Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten terdiri dari unsur 
Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta tenaga Operator yang direkrut 
oleh Kementrian Sosial dan ditempatkan di secretariat UPPKH 
Kabupaten/Kota. Sedangkan UPPKH Kecamatan merupakan 
pelaksana PKH pada tingkatan terbawah pada pelaksana PKH.   
Keanggotaan UPPKH Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris 
Camat, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kepala UPTD Pendidikan, 




6. Kegiatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan yang meliputi 
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal 
ditetapkan suatu lokasi PKH samapi dengan berakhirnya program PKH. 
Berdasarkan panduan umum kegiatan PKH meliputi sebagai berikut : 
b. Penetapan Sasaran (Targetting) 
c. Pertemuan awal dan validasi 
d. Pembentukan Kelompok Kelompok Penerima Manfaat 
e. Penyaluran Bantuan 
f. Verifikasi Komitmen 

























Untuk mendukung terlaksananya siklus tersebut, maka dilakukan 
kegiatan-kegiatan berikut : 

























b. Rekrutment dan Pelatihan 
c. Rapat Koordinasi tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten Kota 
d. Bimbingan teknis pendamping dan operator 
e. Pengaduan masyarakat 
f. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  (P2K2) 
7. Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan 
KUBE merupakan salah satu program kementrian Sosial  dalam 
rangka mengentaskan kemiskinan.Skema yang diluncurkan menekankan 
pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi 
Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah 
terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP 
KUBE sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan 
strategi penguatan kelompok pemberian bantuan stimulan usaha dan 
pendampingan yang menggunakan pendekatan pekerjaan sosial.
 21
 KUBE 
dilaksanakan oleh Direktorat Penanggulangan kemiskinan Perkotaan dan 
Penanggulangan Perdesaan, serta diperuntukkan bagi pengentasan 
kemiskinan peserta PKH yang masih dalam masa transisi (status KSM 
Keluarga Sangat Miskin). KUBE sebagai skema penanggulangan 
kemiskinan yang strategis mendorong perlunya telanhan yang berfokus 
pada indikator keberhasilan KUBE terhadap kemandirian keluarga fakir 
miskin penerima UEP, Aspek yang menjadi ukuran keberhasilan KUBE 
dan bagaimana performa kerja pendamping.  
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a. Skema Penetapan Penerimaan Bantuan Kube PKH 
Penerima bantuan sosial KUBE PKH difokuskan pada 
penerimis PKH kohor 2007 transisi berdasarkan skema penetapan 
schagai berikut : 
Gambar 2.1 

















Sumber : Kementerian Sosial RI (www.Kemsos.go.id) 
b. Tujuan KUBE Program PKH 
Pelaksanaan KUBE PKH bertujuan untuk: 
1) Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga melalui 
pemberian bantuan UEP KUBE PKH, 
2) Meningkatkan keterampilan anggota dalam pengelolaan dan 





































3) Meningkatkan keterampilan anggotadalam pengelolaan 
organisasi (kepengurusan) KUBE PKH, 
4) Meningkatkan hubungan dan interaksi sosial diantara anggota 
KUBE PKH dan lingkungannya, 
5) Meningkatkan kepedulian sosial anggota KUBE PKH untuk 
terlibat dalam penanganan masalah sosial, 
6) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE PKH dalam 
mengakses berbagai pelayanan sosial dan ekonomi dasar, pasar, 
perbankan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya melalui 
penguatan kapasitas. 
h. Mekanisme Pelaksanaan KUBE 
1) Seleksi Penerima Bantuan 
2) Pengajuan Proposal 
3) Verifikasi Proposal dan Penyaluran Dana 
4) Pembinaan Kelompok 
5) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban. 
C. Pemberdayaan Masyarakat 
Membedayakan masyarakat merupakan salah satu dari bagian tugas 
dan fungsi pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan publik yang dimiliki oleh 
pemeritah agar dapat membantu memberdayakan kehidupan masyarakat.   
1. Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang artinya kekuatan.
22
 
Jadi pemberdayaan adalah penguatan yaitu penguatan yang lemah. 
Sedangkan pemberdayaan masayarakat adalah penguatan masyarakat yang 
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lemah. Masyarakat yang lemah bukan berarti kurus atau sakit, tetapi lemah 
secara politik, lemah secara ekonomi dan lemah secara sosial budaya. Jadi 
pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat dibidang politik, 
ekonomi dan sosial mental serta mengandung adanya penguatan moral, 
pengembanngan aspek pengetahuan sikap dan keterampilan masyarakat. 
Hal yang paling inti dalam pemberdayaan (empowering) adalah 
peningkatan kesadaran (conciosness). Istilah penyadaran diartikan sebagai 
belajar memahami kontradiksi sosial, politik, dan ekonomi serta 
mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari 
realitas tersebut. Dalam proses penyadaran masyarakat tidak mungkin 
dilakukan secara sendiri sendiri atau melalui orang perorang. Dengan kata 




Jika dilihat dari proses operasionalnya pemberdayaan memiliki dua 
kecenderungan antara lain: pertama, kecederungan primer, kecenderungan 
proses yang memberikan atau mengalihkan sebagain kekuasaan, kekuatan 
atau kemampuan(power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih 
berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset 
material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui 
organisasi. 
Tahap-tahap pemberdayaan sebagai proses, tentunya dilaksanakan 
secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Adapun sebagai 
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proses pemberdayaan mempunyai tahapan: Penyadaran, pengkapasitasan 
dan pendayaan. 
a. Tahap pertama adalah penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu 
membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga 
merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini 
pihak yangmenjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengani 
perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat lebih 
sejahtera, Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan 
kesadaran tentangkondisinya saat itu, dan demikian akan dapat 
merangsang kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk 
menciptakan masa depanini dapat yang lebih baik. Sehingga dengan 
adanya penyadaran menggugah pihak yang menjadi sasaran 
pemberdayaan dalam merubah perilaku. transformasi pengetahuan. 
b. Tahap kedua adalah kecakapan keterampilan. Dalam tahap ini perlu 
adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan, dan kecakapan 
keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang 
dilaksanakan seperti melalui pelatihan, workshop, seminar dan lain-
lain. Dengan adanya pengetahuan dan kecakapan keterampilan maka 
sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, 
dan keterampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang 
dimiliki. Sehingga pada nantinya pemberdayaan dapat berjalan sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. 
c. Tahap ketiga adalah peningkatan kemampuan intelektual dan 
kecakapan keterampilan. Dalam tahap peningkatankemampuan 
kecakapan keterampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk 
lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan 




Menurut Isbandi Rukminto Adi, bahwa tahapan pemberdayaan 
terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, diantaranya sebagai berikut : 
1) Tahap persiapan, yaitu penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. 
Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara 
anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. 
Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan 
kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan. 
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2) Tahap assessment, Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh 
masyarakat sasaran pemmberdayaan. 
3) Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan. Pada tahap ini 
fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk 
berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara 
mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada 
masyarakat diharapkan dapat memikiran beberapa alternative program 
dan kegiatan yang dapat dilakukan. 
4) Tahap formulasi rencana aksi pada tahap ini fasilitator membantu 
masing masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk 
memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila 
ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan 
kepihak penyandang dana. 
5) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan 
agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya 
pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan peran dari 
masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara 
fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah 
direncanakan dengan baik bisa melenceng data di lapangan. 
6) Tahap Evaluasi. Pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan 
dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang 
telah dilaksanakan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan 
masyarakat bersama-sama dengan fasiliator. 
7) Tahap Terminasi. tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan 
hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran 
pemberdayaan. Terminasi seharusnya dilakukan jika masyarakat 




Berkaitan dengan pemberdayaan sebagai usaha untuk perbaikan 
perekonomian masyarakat miskin, terdapat beberapa usaha atau strategi 
yang dapat dilakukan yaitu : 
a. Mendorong secara sistematis proses penyadaran diri secara individual 
dan kolektif Dalam kepemimpinan demokratis 
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b. Mengembangkan organisasi dan kelompok sosial primer sebagai 
media saling belajar dan instrument perubahan perilaku secara aman. 
c. Pendidikan manajemen ekonomi rumah tangga untuk 
mengembangkan sikap dan perilaku budaya surplus, 
d. Mendorong kegiatan usaha produktif dan mobilisasi potensi 
sumberdaya untuk pendapatan keluarga. 
e. Memfasilitasi dan menjembanatani akses pada sumber pelayanan 
pengembangan 
f. Penyediaan bantuan teknik dan pendampingan sesuai kebutuhan. 
g. Memfasiliasi kerjasama antar kelompok dan integrasi dalam 
kehidupan sosial. 
2. Pemberdayaan Dalam Ekonomi Islam 
Menurut Mubyarto, pemberdayaan adalah merupakan upaya untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan 
mendinamisasikan potensinya bertolak dari hal itu, tidak hanya ekonomi 




Menurut Ginanjar Kartasasmita memberdayakan masyarakat adalah 
upaya-upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 
yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 
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memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
27
 
Strategi pemberdayaan masyarakat yaitu :
 28
 
a. Enabling, yaitu menciptakan iklim yang mendukung agar potensi 
berkembang. Iklim yang ada dapat mendorong memotivasi dan 
membangkitkan kesadaran akan sumberdaya yang dimilki agar dapat 
berupaya mengembangkannya. 
b. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat 
potensi yang mereka miliki. Peningkatan kapsitas ini ditujukan untuk 
membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang 
berkaitan dengan pasar input dan out put. 
c. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan 
sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek 
pengembangan Sistem ini diarahkan untuk mencegah persaingan yang 
tidak seimbang dan praktek - praktek eksploitasi. 
 
Upaya sering diartikan sebagi usaha ikhtiar untuk mencapai suatu 
apa yang hendak dicapai untuk diinginkan. Menurut Ginanjar Kartasasmita 
pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui tiga jalan, yaitu :
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a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah 
pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki 
potensi yang dapat dikembangkan dalam membangun daya yaitu 
dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan 
potensi yang dimiliki, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa 
daya 
b. Memperkuat potensi ekonomi yang (Empowering). Penguatan ini 
melalui langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai kegiatan, 
berbagai masukan dan bergabai rangka peluang membuat mereka 
menjadi berdaya. Dalam memperkuat potensi ekonomi rakyat ini. 
Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf-taraf pendidikan 
dan derajat kesehatan, serta terbentuknya kesempatan untuk 
memanfaatkan peluang peluang ekonomi. 
c. Memberdayakan mengandung arti melindungi dan membela 
kepentingan yang lemah agar tidak bertambah lemah. Dalam hal ini 
yang dibutuhkan adalah adanya upaya - upaya nyata untuk 
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mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta 
eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Upaya melindungi rakyat 
tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan 
pengembangan prakarsanya. 
 
Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat jika 




a. Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi. Seperti operasi, 
usaha kecil, petani dan kelompok mengenai potensi dan 
pengembangan usahanya. 
b. Melakukan program pembinaan yang kontnu terhadap pelaku pelaku 
tersebut mulai dengan pendampingan. 
c. Melakukan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. 
d. Melakukan koordinasi dan evaluasi secara periodic antar instansi 
yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap 
pemodalan, SDM, pasar, informasi pasar maupun penerapan 
teknologi 
Dalam pengembangan ekonomi ada Langkah-langkah yang harus 
dilakukan adalah dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai 
bekal yang amat penting ketika mereka memasuki dunia usaha. Program 
pembinaan berkelanjutan itu dilakukan melalui tahapan kegiatan yaitu: 
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a. Pelatihan usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan 
pemahaman terhadap konsep-konsep usaha dengan segala macam 
seluk beluk yang ada di dalamnya. Dan meningkatkan pengetahuan 
teknis, utamanya untuk meningkatkatkan prokduvitas, perbaikan 
mutu dan nilai tambah produk dan perbaikan manajemen untuk 




b. Pemegangan, pemegangan dalam bidang usaha ini diartikan sebagai 
secara realitas usaha intens dan empiric. pengenalan terhadap 
Pembangunan ini sangat perlu karena suasana dan realitas usaha 
dunia mempunyai karakteristik yang khas, yang berbeda dengan 
pendidikan atau kegiatan diluar usaha. 
c. Penyusunan proposal untuk melalui kegiatan usaha yang sering kali 
dilupakan adalah penyusunan proposan sebagai acuan dan target 
proposal ini juga perkembangan usaha. Dan melalui penyusunan 
memungkinkan untuk membuka jalinan kerjasama dengan berbagai 
lembaga perekonomian. 
d. Permodalan, permodalan dalam bentuk uang, merupakan salah satu 
faktor penting dalam dunia usaha,tetapi bukan yang terpenting 
Untuk mendapatkan kepentingan yang stabil.perlu mengadakan 
hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan baik 
                                                 
31




perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan 
usaha lainnya. 
e. Jaringan bisnis dengan melalui berbagai tahapan yang konsisten 
sistimatis dan berkelanjutan,maka upaya melahirkan pengusaha 
sejati hanya menunggu waktu saja. Disamping itu, Mardikanto 
menambahkan satu hal lagi yang menyangkut pentingnya perbaikan 
aksesebilitas petani dan pemangku kepentingan (stakeholders) 
pembangunan petani yang lain, baik terhadap inovasi, input usaha 
petani (sasaran produksi, alat dan mesin petani ), pasar dan jaminan 
harga, serta pengambilan keputusan politik.
32
 
Pemberdayaan yang kini gencar menjadi program pengentasan 
kemiskinan oleh Pemerintah adalah pembangunan pada masyarakat desa. 
Pembangunan masyarakat desa dapat didefinisikan sebagai suatu proses di 
mana orang-orang secara bersama-sama dengan penjabat-penjabat 
pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial, 
dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan 
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D. Kesejahteraan Masyarakat 
Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah Negara sangat mempengaruhi 
1. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum 
Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang 
memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat 
dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.
34  
Kesejahteraan dapat 
diartikan sebagai kecukupan pemenuhan  kebutuhan,  orang  yang 
merasa  sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun 
dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya 
terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari 




Dari  beberapa  definisi  diatas  dapat  dipahami  bahwa  
kesejahteraan merupakan   peningkatkan   taraf   hidup   masyarakat   
sehingga   terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang 
lebih baik dari sebelumnya. 
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa 
indikator-indikator  kesejahteraan  yang  merupakan  suatu  ukuran  
ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera 
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Berikut ini beberapa indikator kesejateraan masyarakat 
menurut para ahli dan beberapa instansi pemerintah, antara lain sebagai 
berikut : 
a. Menurut Kolle  
Menurut Kolle dalam Bintarto, kesejahteraan dapat diukur 
dari beberapa aspek kehidupan :
37
 
1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas 
rumah, bahan pangan dan sebagianya 
2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan 
tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya 
3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 
pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya 
4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, 
etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. 
b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
Menurut BAPPENAS, status kesejahteraan dapat diukur 
berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat 
dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan 
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c. Badan Pusat Statistik 
Kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin yaitu 
seperti : 
1) luas bangunan peranggota rumah tangga /keluarga kurang dari 
8 meter persegi. 
2) Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah. 
3) Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah. 
4) Fasilitas MCK belum tersedia. 
5) Sumber air minum bukan air minum bersih. 
6) Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik. 
7) Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang. 
8) Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali. 
9) Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu. 
10)  Tidak memiliki  kemampuan membeli  baju  baru setiap 
anggota rumah tangga. 
11)  Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas atau poliklinik. 
12)  Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun. 
13)  Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah 
14)  Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000. 
Jika minimal 9 variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai 
rumah tangga miskin atau tidak sejahtera.
39
 
d.  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
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BKKBN membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) 
tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:
40
 
a. Tahap Prasejahtera 
Keluarga  pra  sejahtera  adalah  keluarga  yang  belum  
dapat memenuhi  kebutuhan  dasarnya  secara  minimal,  seperti  
kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga 
berencana. 
b. Tahap Keluarga Sejahtera I 
Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat 
memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum 
dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti 
kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan 
lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin 
kehidupan yang layak. Secara opersional mereka tampak tidak 
mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berkut: 
a) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing 
b) Paling     kurang     satu     kali     dalam     seminggu     
makan daging/ikan/telur 
c) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam 
satu tahun 
d) Luas lantai rumah 8M
 
untuk setiap penghuni rumah 
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e) Tiga bulan terkahir keluarga dalam keadaan sehat 
f) Ada   anggota   keluarga   yang   bekerja   untuk   
memperoleh penghasilan 
g) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis 
latin  
h) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan 
alat kontrasepsi. 
c. Tahap Sejahtera II 
Secara operasional mereka tampak tidak mampu 
memenuhi salah satu indikator berikut: 
a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama 
b. Sebagian  penghasialan  keluarga  ditabung  dalam  bentuk  
uang maupun barang 
c. Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu 
untuk berkomunikasi 
d. Mengikuti kegiatan masyarakat 
e. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah 
d. Tahap Sejahtera III 
Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi 
salah satu indikator sebagai berikut: 
a. Memberikan sumbangan materil secara teratur 
b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan 
e. Tahap Sejahtera III Plus 
 
 
Keluarga  sejahtera  III  plus  merupakan  keluarga  yang  
dapat memnuhi semua indikator dari krluarga para sejahtera, 
sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III. 
3. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam 
a. Kesejahteraan Dalam Ekonomi  Islam 
Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam 
bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil 
alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan 
yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an bukanlah tanpa syarat untuk 
mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika 




Istilah  falah  berasal  dari  bahasa  arab  dari  kata  aflaha-
yuflihu  yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yaiitu 
kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.
42  
Falah, adalah kehidupan 
yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, dapat terwujud 
apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara 
seimbang. Dengan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat 
memberikan dampak yang disebut  maslahah. Maslahah adalah 
segala bentuk keadaan baik dalam  material maupun non material, 
                                                 
41
 Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV 
(Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 595. 
42
 Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta, 
Rajawali Press, 2009), hlm,  2. 
 
 
yaitu yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai 
makhluk yang paling mulia.
43
 
Komitemen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan 
dan keadilan menurut semua sumberdaya ditangan manusia sebagai 
titipan dari Allah dan harus di manfaatan untuk mengaktualisasikan 
“maqashid syari‟ah” diantaranya adalah : 
44
 
1) Pemenuhan kebutuhan pokok. 
2) Sumberdaya pendapatan yang terhormat. 
3) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. 
Islam tidak melarang seseorang berkonsumsi dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan 
kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kebidupan. Hal ini 
merupakan dasar dan tujuan dari syari’ah Islam sendiri yaitu maslahat 
al-„ibad (kesejahteraan hakiki bagi manusia) dan sekaligus cara untuk 
mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimumkebutuhan-
kebutuhan   manusia   beserta   alat-alat   pemuasnya   tidak   hanya 
berkenaan dengan bidang materi tetapi juga rohani.
45
 
Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak 
akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan 
orang lain. Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi 
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hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut 
dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 6 yang berbunyi : 
َيب ِيٍ َدٓاثَّٖخ فِٙ  َٔ ِ إَِلَّ َعهَٗ  ٱۡۡلَۡسضِ ۞ َْب  ٱّللَّ َٚۡعهَُى ُيۡسزَقَشَّ َٔ ِسۡصقَُٓب 
 ٍٖ جِٛ ٖت يُّ
َدَعَٓبۚۡ ُكّم  فِٙ ِكزََٰ ٕۡ ُيۡسزَ َٔ٦  
 
Artinya : “dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 
Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui 
tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. 
semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. 
 
Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, 
sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat 
Ar Ra’d ayat 11 yang berbunyi : 
ت ۥَلهُ  بََٰ ن ٞ  ُمَعقِّ ِر ٞۡ أَم ٞۡ ِمن ۥَفظُونَهُ ٞۡ َيح ِۦفهِ ٞۡ َخل ٞۡ ِه َوِمنٞۡ ِن َيَديٞۡ َب  َۢٞ مِّ
ُر َما ِبَقو ٞ  ٱللَّهِ  ُروْا َما بِأَنُفِسِهمٞۡ ِإنَّ ٱللََّه ََل يُ َغي ِّ َٰ يُ َغي ِّ ٞ  ٍم َحَّتَّ أَرَاَد  ٞٓ َوِإَذا ٞۡ
ن دُ  ۥۚۡا َفََل َمَردَّ لَهُ ٞ  ءٞٓ ُسو ٖٞ مٞۡ ٱللَُّه ِبَقو   ١١ِمن َواٍل  ۦونِهِ َوَما ََلُم مِّ
 
Artinya :“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 
mereka menjaganya atas perintah Allah Sesungguhnya 
Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaanyang ada pada diri mereka 
sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 
selain Dia”. 
 
Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan usaha serta campur tangan 
pihak lain untuk memfasilitasinya. Masyarakat membutuhkan lembaga 
atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai 
norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk 
 
 
memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut 
dikenal dengan “Pemerintah”,  
Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan 
kesejahteraan bagi masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi 
oleh pemerintah bagi masyarakat adalah :
46
  
1) Kebutuhan Primer (Ad-daruriyyah) 
Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan 
kepentingan dalam menjalani hidup didunia dan akhirat. 
2) Kebutuhan Sekunder (Al-hajjiyyah)  
Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan 
penghindaran kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di 
akhirat. 
3) Kebutuhan Tersier (At-tahsiniyyah) 
Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat Kebutuhan yang dapat 
menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan 
manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada pemenuhan 
kebutuhan pokok dan sekunder, jika kedua kebutuhan itu sudah 
terpenuhi maka boleh memenuhi kebutuhan tersier. 
4. Kebutuhan Komplementer (Al-Kamiliyyah) 
Suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan barang pelengkap 
adalah kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan 
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secara bersama-sama untuk melengkapi, sehingga barang tersebut 
merupakan barang pelengkap. 
E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang relevan merupakan suatu tinjauan terhadap 
beberapa sumber referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada 
sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran secara 
relevan tentang penelitian yang berkaitan. Sebagaimana deskripsi dalam latar 
belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai 
Implementasi Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat 
ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Berikut ini adalah penelitian-
penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, 
yaitu : 
Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Lailia Priyantiningtyas. Penelitian 
ini mendeskripsikan dan mengevaluasi bagaimana sebenarnya kerja kinerja 
pengawalan Program Keluarga Harapan berkontribusi berhasil mencapai 
program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di Kecamatan 
Banyuputih Kabupaten Situbondo pada tahun 2013. Paradigma kualitatif dan 
penelitian deskriptif digunakan untuk memproses data primer dan sekunder. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Program Keluarga Harapan diadakan di 
Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo pada tahun 2013 telah 
berkontribusi terhadap masyarakat program pemberdayaan. Pencapaian PKH 
ini adalah meningkatnya jumlah kerja ibu rumah tangga sebagai penjual 
makanan ringan atau membuat jasa katering. Efek upaya ini terhadap kondisi 
 
 
ekonomi keluarga. Implementasi Program Keluarga Harapan sudah membuat 




Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Devina Melina Wati, pelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan beserta 
Kelompok Usaha Bersama terhadap minat berwira usaha keluarga miskin di 
Kecamatan Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang 
terdaftar sebagai peserta PKH dan KUBe di Kecamatan Wonogiri Tahun 
2016. Penarikan sampel menggunakan teknik cluster sampling. Untuk proses 
pengumpulan data digunakan metode angket dan dokumentasi. Sedangkan 
untuk menganalisis data digunakan analisis regresi berganda.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (1) bantuan tunai PKH tidak berpengaruh terhadap 
minat berwirausaha. (2) Program KUBe berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat berwirausaha (3) bantuan tunai PKH dan KUBe secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap minat berwirausaha.
48
 
Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Dedi Utomo Dkk penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program bantuan 
PKH dalam upaya mengentas kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian 
bahwasannya Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan 
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kemiskinan belum mampu memberikan dampak besar, sehingga tujuan dari 
pembanguanan nasional terkait masalah pemerataan kesejahteraan 
masyarakat masih menjadi masalah berkepanjangan. Oleh karena itu 
pemerintah meluncurkan program Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 
menanggulangi masalah kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut 
pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terdapat di Kecamatan 
Purwoasri ini didasarkan pada tingginya jumlah rumah tangga miskin. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 
diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan 
(PKH) yang dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan 
bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa 
penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.
 49 
Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Stevianus Laoh, Dkk. Tujuan 
dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan 
apakah penerima bantuan PKH ini sudah tepat sasaran, dan bagaimana 
komitmen atau kewajiban yang dilakukan oleh peserta PKH, juga apakah 
bantuan dana yang diterima oleh peserta PKH digunakan untuk kebutuhan 
pendidikan dan kesehatan atau untuk kebutuhan lain. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif. 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai bulan Juni 2016 mulai 
dari persiapan sampai penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini 
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menggunakan data primer dan data sekunder, dengan jumlah responden 
sebanyak 8 responden dari populasi peserta PKH. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa peserta PKH di Kelurahan Malalayang 
Satu hampir tepat sasaran berdasarkan 14 kriteria BPS dan Kementerian 
Sosial, tetapi peserta PKH kurang menjalankan komitmen berdasarkan PKH, 
juga bantuan dana yang diterima oleh peserta PKH digunakan untuk 
kebutuhan lain selain pendidikan dan kesehatan.
50
 
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
peneliti lakukan ini terletak pada  tempat penelitian dan pembahasan yang 
akan peneliti bahas dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya akan peneliti 
jadikan acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Jika penelitian 
terdahulu membahas bagaimana pengaruh program keluarga harapan 
terhadap minat usaha, evaluasi proses bantuan PKH dan bagaimana bantuan 
PKH meningkatkan kualitas hidup. Maka pada kesempatan kali ini peneliti 
melakukan penelitian yang berbeda dengan pembahasan implementasi 
Program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 
perspektif Ekonomi Islam dengan tempat penelitian di Kecamatan Ketapang 
Lampung Selatan. 
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